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BAB V 
PENUTUP 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor keuangan dan non 
keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel umur administratif 
pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah. Selanjutnya variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktivitas 
pembangunan, rasio efektivitas, jumlah SKPD, dan opini audit tidak berpengaruh 
positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.   
5.2. Keterbatasan  
 Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan 
oleh peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak 
seluruh data didapatkan, yaitu:  
• skor hasil evaluasi AKIP seluruh pemerintah kabupaten/kota tahun 2012-
2014 karena terdapat pemerintah kabupaten/kota yang tidak dievaluasi 
AKIP-nya pada tahun 2012-2014; 
• data terbaru hasil evaluasi AKIP yaitu untuk tahun 2015 karena tidak 
seluruh hasil evaluasi dapat diberikan oleh Kementerian PAN dan RB; 
• data anggaran belanja daerah dan pendapatan asli daerah karena tidak 
seluruh LKPD tahun 2012-2014 dapat diberikan oleh BPK RI. 
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5.3. Saran & Implikasi  
 Dengan adanya hasil simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini yang 
telah diungkapkan sebelumnya, maka terdapat saran yang dapat diajukan untuk 
penelitian selanjutnya adalah menggunakan sumber data terbaru dan terlengkap. 
Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pengukuran yang lain dalam 
mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan menambahkan pemerintah 
provinsi sebagai subyek penelitian dalam konteks akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah. Dengan tingkat kemandirian daerah yang masih rendah, pemerintah daerah 
dapat meningkatkan rasio kemandirian daerah dengan melakukan intensifikasi 
maupun ekstensifikasi pendapatan sehingga penerimaan asli daerah dapat 
ditingkatkan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota agar dapat mengalokasikan 
belanja pembangunan sesuai dengan amanat dalam RPJMN sehingga 
meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten/kota 
  
